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1. PENDAHULUAN 

Mengapa upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia sejauh ini tidak memperlihatkan kemajuan ? Berbagai upaya yang telah dilakukan baik oleh Pemerintah, LSM dan Dunia Usaha seolah tidak berdaya untuk memperbaiki keadaan. Negara kita tetap saja berkutat diurutan paling korup diantara negara-negara didunia.

Kalau kita mau jujur pada diri kita sendiri, penyebabnya adalah karena kita tidak serius, kita setengah hati memberantas korupsi. Siapa kita ? ya kita semua ! Pemerintah, Pengusaha, LSM, Ormas, Orpol,  semuanya. Tidak ada konsep dan sasaran serta program yang jelas secara nasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

2. SISTEM INTEGRITAS NASIONAL

Perkembangan dunia dalam memerangi korupsi dewasa ini berada dalam tahapan implementasi Sistem Integritas Nasional yang merupakan Sub Sistem dari suatu Sistem Nasional. Indonesia belum memiliki Konsep Sistem Integritas Nasional yang baku. Mastel tidak perlu menunggu terbentuknya Sistem Integritas Nasional, tapi justru   berbuat apa yang dapat dilakukan dilingkungan telematika sehingga dapat mendorong terbentuknya Sistem Integritas Nasional itu sendiri.  Pemberantasan korupsi didunia kini lebih terarah dengan memanfaatkan konsep-konsep yang dikembangkan oleh PBB melalui CICP  ( Centre for International Crime Prevention ). Strateginya dituangkan dalam bentuk modul-modul yang spesifik dan terukur.

Mengenai hal tersebut dapat dilihat pada lampiran, dimana terdapat 4 modul dan sejumlah sub modul yang masing-masing merupakan konsep-konsep yang solid. 

Dalam kaitannya dengan Sistem Integritas Nasional, tidak perlu diuraikan disini, dalam POKJA nanti akan dijelaskan secara lebih sistematis.

3. APA SASARAN POKJA ?

Sasaran POKJA adalah menghasilkan “Profesional Guide Book” di bidang ICT dalam rangka turut mencegah atau mengurangi niat melakukan korupsi di Indonesia. Kegiatan didahului dengan penyusunan TOR tentang E-Procurement, E-Tender dan E-Government ( Sub Modul D1, D2, D3 pada lampiran )

TOR terbagi atas dua bagian yaitu bagian  manajemen dan bagian teknologi/ teknis.

Kita sudah lama mengetahui ketiga sub modul tersebut baik secara konsep maupun dalam implementasinya. Tapi bila kita tanyakan diri kita sendiri, sejauh mana Mastel “concern” tentang pemanfaatannya secara nasional dalam upaya-upaya pencegahan korupsi di Indonesia, maka jawabannya mungkin…” yah hanya begitu-begitu saja-lah !” Artinya, kita sebagai pengurus dan anggota Mastel, tidak bersungguh-sungguh berupaya memanfaatkan modul tersebut sebagai alat yang ampuh dan efektif dalam pencegahan korupsi. Pasti, banyak saja alasan yang dikemukakan !

4. TAHAPAN KEGITAN POKJA

1. Merumuskan TOR yang berisikan informasi dasar tentang hal-hal yang perlu dilaksanakan oleh pihak-pihak (perusahaan/ organisasi/ pemerintah) bila mereka ingin meningkatkan derajat integritas dirinya dengan memanfaatkan ICT.

2. Menyusun Request for Proposal (RFP) untuk menenderkan penyusunan “ Professional Guide Book” oleh konsultan dibidang ICT.

3. Mengingat yang akan di kerjakan oleh Pokja ini merupakan  implementasi dari konsep-konsep global yang di rekomendasikan oleh PBB, maka pendanaan untuk penyusunan Professional Guide Book diharapkan dapat diperoleh dari donor agency yang ada di Indonesia, misalnya UNDP/ ADB/ Partnership, atau lembaga-lembaga bantuan kenegaraan seperti EC, AUSAID, USAID dll.

4. Profesional Guide Book tersebut nantinya merupakan Modul milik Mastel yang akan disosialisasikan/ ditawarkan kepada masyarakat atau pihak-pihak yang ingin melaksanakannya. Mastel  bertindak sebagai fasilitator atau advisor. Biaya pelaksanaan ditanggung oleh yang bersangkutan. 

5. Sebagai bukti/ tekad keseriusan dalam upaya meningkatkan integritas ini, mereka diharuskan untuk menandatangani “PAKTA TELEMATIKA”, yang konsepnya harus disiapkan oleh POKJA.

5. 
KESIMPULAN

Dengan demikian nantinya Mastel akan tercatat sebagai suatu organisasi yang secara konkret memiliki Modul ICT yang memang diakui secara Internasional menjadi salah satu modul pencegah korupsi yang efektif.

Ini pula yang telah dilakukan oleh Transparency International Indonesia dengan Modul “Pakta Integritas” (Modul-B2) dan yang telah dilakukan oleh POKJA DUNIA USAHA MELAWAN SUAP (KADIN dan TII) dengan modul “Usaha Tanpa Suap” (Modul-B1)

6. PENUTUP

Apa yang akan dilaksanakan oleh Mastel ini mudah-mudahan dapat memberikan sumbangan positif bagi upaya-upaya untuk memperbaiki Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang selama 5 tahun terakhir ini hanya meningkat dari 1,7 pada 1999 menjadi 2,0 pada 2004.

Mastel juga harus dapat memberikan sasaran/ target bahwa bila ICT dimanfaatkan secara optimal maka IPK Indonesia tahun 2010 nanti misalnya dapat mencapai ….! Ini akan merupakan sumbangan konkret ICT dalam percepatan pemberantasan korupsi di Indonesia melalui kiprah Mastel.
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